PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

nimbang : a bahwa dengan adanya perubahan dan perkembangan dunia usaha
dan situasi kondisi perekonomian di Kota Magelang maka Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau
kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf
a, perfu membentuk Peraturan Dacrah tentang Pajak Recklame:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Baral;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan |.cmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyclesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor

3684);

ngingat L.

4. Undang- ...

Scanned by TapScanner



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retnibusi Daerah (1 embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan | cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) yang tclah diubah dengan Undang-lJndang Nomor 34 Tahun
2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah ([.embaran Negara

Republik Indoncsia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280 )

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan [.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339) ;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daecrah (1 .embaran Negara Republik Indonesia Tahun Zl_’HIH Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) scbagaimana tclah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penctapan Peraturan Pemenrintah Pengganti Undang-Undang Nom?r
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undmg-l]_ndﬂng Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemenintahan Dacrah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indoncesia 'l'ahup 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <548);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewcnangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan |.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
' ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan ...

e —————

Scanned by TapScanner



o

lZ-l;craImm Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
cuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 N"":ﬂﬂ'l' 140, Tambahan [_embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578):

13 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2003 tentang

Pembenan Biaya Pemungutan (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2003 Nomor 25 Seni E Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PAJAK REKILAME.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Dacrah m1 vang dimaksud dengan
| Daerah adalah Kota Magelang.

Pemerintah Dacrah adalzh Walikota dan perangkat dacrah scbagm unsur
penyelenggara pemerintahan dacrah

Walikota adalah Walikota Magelang

4 Dmas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Dacrah yang wim:';utny:{ ailj;nmg:m
DPKKD adalah Dinas Pengelolaan K cuanean dan Keckayaan Daerah Kota Mageiang

It

_——

Pejabat yane ditunjuk yang selanjutnya disebut quhal adalah pegawa yang i:::;
mgnttﬂmmdibidmgpapajakmdxﬂhm&:ﬂgmpﬁmm 2
undangan yang berlaku

6. Badan

__-‘
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6. Badan adalah sckumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
mclakukan usaha maupun yanp tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perscroan komanditer, perseroan lamnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Dacrah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dara ‘pcnsiun,
Pt'fﬁ“k“'“f’m Pc"k';'ml"“]ﬂﬂf yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politk atau
organisasi yang scjenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya

7. Pajak Dacrah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
Dacrah tanpa imbalan langsung yang scimbang. yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyclenggaraan pemerintahan dacrah dan pembangunan dacrah.

8. Pajak Rcklame yang sclanjutnya discbut Pajak adalah pungutan daerah atas
penyelenggaraan reklame.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan alau media yang menurut bentuk susunan dan
corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menank

perhatian umum kepada suatu barang. jasa atau orang yang ditempatkan atau yang
dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dan suvatu tempat olch umum, kecuali yang
dilakukan olch pemerintah.

10 Panggung/lokasi rcklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau
beberapa buah reklame.

|1 Penyelenggara Rcklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan
rcklame baik untuk dan atas namanya sendin atau untuk dan atas nama pihak lain
yang menjadi tanggungannya.

12 Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan
wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

13 Nilai strategis lokasi rcklame adalah ukuran nilai yang dnetapkan pada titik lokasi
pemasangan rcklame tersebut berdasarkan kritcria kepadatan pemanfaatan tata ruang
kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha

14 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang sclanjutnya dising!(ﬂl SPTPD, adalah surat
vang dipunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penp_Jnlung;m dan pembavaran
Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah.

15 Surat Setoran Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang
digunakan olch Wajib Pajak untuk meclakukan pembayaran atau pcnye'lnran pajak
yang terutang ke Kas Dacrah atau ke tempat lam yang ditetapkan oleh Walikota.

16 Surat Ketetapan Pajak Dacrah, yang sclanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang.

17. Surat ...
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kredit paJa.k, jl._l.m]ah kckurangan
admmistrasi dan yjumlah yang masih harus dibayar.

|8 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang lelah ditetapkan

19 Surat Ketctapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDILB,
fadalah surat kcp{mm yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebth besar dani pajak yang terutang atau tidak scharusnya
terutang.

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, vang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan
jumlah kredit pajak. atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

21.Surat Tagihan Pajak Dacrah, yang sclanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

22 Kas Umum Dacrah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan olch

Kepala Dacrah untuk menampung seluruh penenmaan daerah dan digunakan untuk
membayar sceluruh pengeluaran daerah.

23 Penyidik Pepawai Negen Sipil Daerah yang sclanjutnya disingkat PPNS Daerah,
adalah Penyidik Pegawai Negen Sipil tertentu di Lingkungan Pemenintah Dacrah yang
diben wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas
pelanggaran Peraturan Dacrah.

24 Penyidikan adalah scrangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam Undang-Undang untuk mencan serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna mencmukan
lersangkanva

25.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawan
Negen Sipil tertentu vang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan.

BABII ..
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BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

| Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas sctiap penyelenggaraan reklame.
) Objek Pajak adalah scmua penyclenggaraan reklame.

| Penyclenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
2 Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron;
b. Reklame Kain;
c. Reklame Melckat (Stker);
d Recklame Selebaran;
Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
Reklame Udara;
Reklame Suara;
Reklame Baliho;
.. Reklame Peragaan;
i Reklame Logam/Vmnil/Plastik dan sejenisnya; dan
k. Slide dan film.

> @ = o

Pasal 3
dak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

Pﬂnyelenggaraan rcklamc oleh Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Penyelenpgaraan reklame melalul mtemct, televisi. radio, warta harian, warla
Mingguan. warta bulanan dan sejenisnya;

Penyelengparaan reklame untuk kepentmgan sosial dan keagamaan;
Penyelenggaraan reklame oleh organisasi sosial dan organisasi politik.

Pasal 4

) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau
Melakukan pemesanan reklame.

"::;'b Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyclenggarakan
dine.

BAB III ..
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BAR 11

DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal §

) s pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR)

1) Nilar Sewa Reklame (NSR) sehapmmana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan

denpan memperthatikan lokas: penempatan, jems, jangka waktu penyclenggaraan, dan
gkuran media reklame

y Nilar Strategas (NS) adalah ukuran nilin lokasi pemasangan reklame schagmmana
(erschut dalam Lampian 1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Dacrah

) Nilar Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah ukuran nilar biaya pembuatan
cklame scbagmmana tersebut dalam Lampiran 11 dan merupakan bagian tidak
(erpisahkan dan Peraturan Dacrah im

3 Perhitinpan NSR dutctapkan dengan rumus ¢
NSR = NS + NJOPR
Pasal 6

nf Pajak reklame ditctapkan scbesar 20% ( dua puluh perscratus).

Pasal 7

samya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Tanf Pajak scbagaimana
naksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan schagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 8
) Pajak yang terutang dipungut di wilayah tempat reklame diselenggarakan.

) Kawasan/zona yang dipergunakan untuk pemasangan reklame ditetapkan oleh
Walikota.

BABYV _
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BAB V

MAS:} P{\JAK.. SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBFRITAHUAN PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah JmEka waklu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai
dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 10

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 11
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 12

(1) Setiap Wayib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditanda tangani olch Wajib Pajak atau Kuasanya

3) Bentuk. isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan olch Walikota

BAB Vi1
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13

(1) Berdasarkan SPTPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Walikota
menctapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar
setelah lewat waktu paling lama | (satu) bulan sejak SKPD diterbitkan, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan ditagih
dengan menerbitkan STPD.

PASAL 14
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Pasal 14

1) Wanb [F"!:: vang ""‘-mh:ar sendm. SPTPD sehagammana dimaksud dalam Pasal 12
wat (1) dzumakan unt menghiting l'l'l:rrrp-crhh gikan dan menctapkan ak
wndmn yang icrutang. ung s o

7) Dalam jangka wakmu S (lma) tahun sesudah saat : walikota dapat
‘ Pt terutangnya pajak,

1 SKPDKB.
» SKPDKRBT.
¢ SKPDN
1) SKPDKB sebagammana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan

a2 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lamn pajak yang tcerutang
ndak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi admmustrast berupa bunga sebesar
2 % (dua perseratns) scbulan dihitung dan pajak vang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu palmg lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
seyak saat terutangnya pajak.

b Apabila SPTPD udak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis. dikenakan sanks1 admmistras: berupa bunga scbesar 2 %
(dua perseratus) sebulan dihitung dan pajak vang kurang atau terlambat dibayar
untuk jancka waktu palmg lama 24 (dua puluh empat) bulan dilitung sejak saat
terutangnya pajak.

¢ Apabila kewajiban mengis1 SPTPD udak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan dan dikenakan sanksi administrast berupa kenatkan sebesar 25 %
(dua puluh lima perseratus) dan pokok pajak driambah sankst administras) berupa
bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihiing dan pajak yang kurang atau
terlambat dibavar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihimung sejak saat terutangnya pajak.

(4)SKPDKRBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila
dtemukan data baru atau data vang semula belum terungkap yang menycbabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang. akan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenatkan sebesar 100 % (seratus perseratus) dan jumlah kekurangan pajak tersebut.

5) SKPDN schagarmana dmaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah
pajak yang terutang sama besammya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
lerutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apahila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sehagarmana dimaksud pada avat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagith dengan menerbitkan
STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
PeTseratus) sebulan.

BAB VII ...
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BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 15

1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain yang ditunjuk olch
walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
dan STPD.

2) Apabila pcmbayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil pcncl'lm:ﬂﬂ
pajak harus disctor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya | x 24 (satu kah dua
puluh cmpat) jam atau dalam waktu yang ditentukan olch Walikota.

i) Pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

1) Pembayaran pajak harus dilakukan sckaligus atau hunas.

7) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak _unmk mengangsur
pajak terutang dalam kurun waktu terientu, setclah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.

gsuran bayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan

3}:;&"3 tu':::dm bt:?‘laljmn-lmn dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua
perseratus) sebulan dar jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

1) Walikota dapat memberikan persctujuan kepada Wajib Pajak unlu_k menunda
pembayaran pajak sampai batas wakiu yang ditcntukan sctelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dan jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar.

S}Pusymlmmkdapmmgmgﬂndmpmundgpanbaymmmm
pembayaran angsuran dan penundaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4), ditctapkan olch Walikota.

Pasal 17

I)mmmmﬁwmmdmmmm 15 diberikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan olech Walikota.

BAB VIII ...
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BAB VIIl
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 13

qurat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang SCjenis awal
"ndakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari scjak saat jatuh
(cmpo pembayaran.

: : Surat Teguran atau Sural
Dalam jangka waktu 7 (tuyjuh) han setelah tanggal 1 als
permgatan atau surat lan yang scjenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang
ferutang,

Surat Teguran, Surat Pmmmmmwgﬁuﬁsswnmdnmﬂ
pada ayat (1) dikctuarkan oleh Pejabat.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dm;:isn dalam ;l:llsh e
scbagaimana ditentukan dalam Surat Tcguran atau Surat Sm-alng surat
yang scjenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan aksa.

P abalmmcrhitkMSmalPaksascgmmtlahlcwmﬂ_ (duapulflh'satu)hu’isqak
liggal Surat Teguran atau Sural P:r'mﬁmmaummymgsqmm.

- - -

‘ 1 i dalmlmgtnwnl:m;'txu(dmhhdm
‘ ak yang harus dibayar tidak dilunasi d (

?l?lﬂaeprr?pat) jam scsudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat scgera

nerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 21
elah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak Ilmclmn Juasl mmmﬁﬁ: pajaknya,
clah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pe mmmml e aksanakmn e
witaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan angan kepad
lang Negara

ang, Juru Sitanm:buimlmkmdmpnseguammﬂiswwmb Pajak.
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Pasal 23

stuk. jemis dan 11 formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak
<sh ditetapkan olch Walikota

BAB 1IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 24

walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangat,
kermganan dan pembebasan pajak. |
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak scbagarmana

drmaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PE‘.\IBATAI:AN, I
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAL
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Walikota karena jabatan atan atas permohonan Wajib Pajak dapat :

ulkan ¢ dalam

SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang d
. ;m:r:mhanm*ﬂ terdapat kesalahan tulis, kesalahan h!tung dan atau kekeliruan
b Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
' In1 | bunga, denda dan

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
k:a:km pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya
Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBI dan ‘RTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis qlch Wajib
Pajak kepada Walikota, atau Pcjabat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan scjak tanggal
diterima SKPD. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang

jelas.

(3) Walikota ...
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an
walkota atau Pcjabat palmg lama 3 (uga) bulan scjak surat permohon

) hagamana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus membenkan keputusan.
aksud pada ayal (3)

shonan pembetulan,

) Apabila sctclah lewat waktu 3 (tiga) bulan scbagmimana dim
gurangan sanksi

Wwalikota atau Pejabat tdak memberikan keputusan,  perme
.mbatalan, pengurangan ketctapan dan penghapusan atau pen

ydminisirasi dianggap dikabulkan

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

) Wayib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau Pecjabat atas

suatu

a SKPD;

h. SKPDKB;
¢ SKPDKBT;
d. SKPDLDB,
e. SKPDN;

') Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dlisampaikm
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (iga) bulan SCJEIE lzmggal
SKPD. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima olch Wajb Pajak,

dengan alasan vang jclas, kecuals apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
Jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kcadaan di luar kekuasaannya.

) Walikota atau Pejabat dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tangpal surat permohonan kcberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditenma,
sudah memberikan keputusan.

) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan
dianggap dikabulkan.

) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 27 ...
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Pasal 27
waib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Ja1am jangka waktu 3 (tiga) bulan setclah ditenmanya keputusan keberatan

oengajuan banding scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewaji
membayar pajak.

1)

4

Pasal 28

m
pabila pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mkx;% ;:.;
Paaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan scbagian atau sciurug;l I B
smbayardn pajak dikembalikan dengan ditambah mnbalan bunga s¢
mnﬁ}scmlm untuk paling lama 24 (dua putuh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebithan pembayaran
 pajak k alikota atau Pejabat.
pajak kepada W alikota | |
2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua bc:]:s) b‘;l;m'l_ﬁ‘-ﬂ;a:;
ditertmanya permohonan pengembalian kelebthan pembayaran pajak scbagam

- . ' lebithan
! utosan.  permohonan pengembalian ke
Paabat 14z mEﬂlefﬂtﬂﬂ ikl;:npdkm dan SKPDI1 B harus diterbitkan dalam waktu

| | 1ak mempunyal :ak lainnva, kelebihan pembayaran pajak
L} :Ebp:t;:iam‘:rgihdramiksud pada )':;;13("28) pla;n@mg Lpethmgka:n untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud. . :
) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wl:;t‘u E‘E’:::EP?:MI\
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbi
‘Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

) ' -* L dilakukan setelah lewat waktu 2
)) Apabila embalian kelebihan pembayaran pa]ak .
(dpl:; blgzgscjak diterbritkannya SKPDLB. Walikota atau Pejabat membenkan

bavaran
imbalan bunga scbesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembay
kelebihan pajak.

Pasal 29 ...
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Pasal 30

ajak lainnya,

Jhila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang P can cara

qumiandd dlmﬂk.‘il_ll! dalam Pasal 29 ayat (4), [K‘Tﬂhﬂ}':lmﬂﬂ}'ﬂ dilakukan den

s dah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagar bukt pembayaran.

min

BAB XIIlI

KEDALUWARSA
Pasal 31

) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah mﬂl.ﬂﬂlpﬂl{: j::ﬁ,l':;
\aktu 5 (Iima) tahun terhitung scjak saat terutangnya pajak, kecuall apabila Waj
pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah.

. | | b
) Kedaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggu

;mahila _
o Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau:

b. Ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak baik secara langsung maupu
langsung.

n tdak

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 32
Sipil tertentu di lingkungan Pemenintah Daerah diben

dik untuk melakukan penyidikan undak pidana d
imana dimaksud dalam Undang-undang Hukum

) Pejabat Pegawai Negeri _
wewenang khusus scbagar Peny
bidang perpajakan dacrah scbaga

Acara Pidana yang berlaku.

) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a Menerima. mencari, mengumpulkan dan menchiti keterangan - atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:

b Menelit. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kcbenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak
pidana perpajakan dacrah tersebut;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah:

d. Memenksa ...
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4 Memernksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah:

Mclakukan  penppcledahan untuk  mendapatkan  bahan  bukn  pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukiti terscbut;

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan dacrah,

Mcnyuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemenksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf ¢;

h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dacrah;

i Memanggil orang untuk didengar ketcrangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi.

J. Menghentikan penyidikan;

k. Mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan lindak pidana di
bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung, jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainyg
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umym, sesual
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang

berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampatkan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
schingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama | (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kal jumlah pajak yang
lerutang.

) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
Udak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidax benar
schingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang
lerutang.

BAB XVI ...
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BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

vang belum diatur dalam Peraturan Dacrah mi, sepanjans e

I’Hul aannya diatur oleh Walikota.

glaksan

mﬂPﬂMDmbhiwmijMMKmnaﬂyam
nokat 11 Magelang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame (Lembaran Dmﬁ dakah
:LMagclmgTahmlﬂﬂﬂ NmSScﬁANWZ)deandmym

rlaku
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PENJEILASAN
ATAS

PERATURAN DAERAI KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2007
FTENTANCG
PAJAK REKLAME

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam mgkﬂ I}Clﬂkmm [Ind;mg-lmdm']g Nomor 34 Tahun

2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah, dan Peraturan Pemenintah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Dacrah maka Peraturan Dacrah Kota Magclang Nomor 2
Tahun 2000 tentang Pajak Dacrah perlu diubah. Hal i dikarcnakan scbagai
akibat semakin berkembangnya dunia usaha dan teknologi mengena rcklame.

Sedangkan pengertian reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang
menunit  bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial,
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu
barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum Kkepada suatu
barang, jasa alau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan
atau didengar dari suatu tempat olch umum yang izinnya berlaku paling sedikit
dalam jangka waktu | (satu) tahun maupun yang sifatnya insidental yang
dipasang atau discbarkan hanya untuk jangka waktu kurang dan | (satu) tahun,
schingga Pemerintah Kota Magelang perlu menetapkan kembali Peraturan

Dacrah tentang Pajak Reklame.

[I. PENJELASAN ...
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Pasal 2
Pasal 3

Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7

Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12

Pasal 1 memuat pengertian stlah yang
diperpunakan dalam Peraturan Dacrah i,
Dengan adanya pengertian stilah tersebut
dimaksud untuk mencegah umbulnya salah
tafsir dan salah pengertian dalam memahami
dan meclaksanakan  pasal-pasal  yang
bersangkutan  schingga  batkk  warga
masyarakat maupun  aparatur  dalam
menjalankan  hak dan kewajiban dapat
berjalan dengan lancar dan dapat dicapai
tertib  administrasi  pemungutan  Pajak
Dacrah

Cukup jclas

Penyelenggaraan reklame untuk kepentingan
sosial, keagamaan, organisasl sosial |
organisasi  politik, Lembaga Swadaya
Masyarakat dan atau scbutan lainnya dalam
pemasangannya harus mendapatkan izin dan
Walikota

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Besamya — pajak terhutang adalah
20 % x Nilai Sewa Reklame (NSR).
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
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pasal 13
pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17

Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22

Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35

Pasal 36

Cukup jelas
Cukup jclas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jclas

Cukup jclas
Cukup jeclas
Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jeclas
Cukup jclas

Cukup jclas
Cukup jelas
Cukup jclas
Cukup jclas

Cukup jelas
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LAMPIRAN | : PERATURAN DAERAN KOTA MAGELANG
N WY 3 TAMHUN 007
TANGGAL - 9 Jub 00T
AL AY STRATEGEHS LOKASI PENEMPATAN REXL AME
NO | KLASH INAS) W-m_mv___" ARV A N A M————
STRATFGIS )
: S E WA R R SR S
LY 1 AA Yare -
Jﬂmmm -
A Pysrunty 20 000
R Jend Sudirmman » 000
A Bl "
A Tkaw 70 000
JTMH ——
A You Sasckaren —
J Mot am 70 000
Sremarya 70 000
!
‘ . 40 000
A Gatot Sudwoto 40 000
Dyponegoro 40 000
A S Paman 40 000
Beringin 40 000
JA Embong Memur 40 000
Compaka 40 000
o tee- Veteran 40 000
Sutopo 40 000
A Katamso 40 000
Bo Sorobayan 40 000
Sukamo Hatta 40 000
R Saleh - A Al Basyah 40 000
P Senopab 40 000
Sultan Agung 40 000
Pabdarwan 40 000
Lasn-iaen Jatan bulkan kempung 40 000
A Kampung 10 000
Perumahan 10 000
Kad lasrvrya 10 000
‘u\ ' x“xhh
WALIKOTA MAGELANG
H. FAHRIYANTO
d
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LAMPTRAN B : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR
TANGGAL

31 TAHUN 2007

- 9 Juli 2007

m"mmmﬂpumnsxweqmml

\

”\ H. FAH
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[0, JENIS REKLAME o SATUAN
SIS L L e I
1 |Bando Jasn 240 000,00 per m2 per tahun
2 |Baliho 30 000,00 per m” per butan
3 |Reidame Bilboard / Neon Box / Megatron / Videotron 180 000,00 per m’ per tahun
..-——"[— 3
4 |Reidame Papan Toko/ Non Toko 150 000.00 per m por tahun \
5 |Rekdame KanvSpanduk/Umbul-umbaVBanner 10.000,00 per m’ per butan \
6 |Selebaran > Double Folo 500,00 perfernbar 1 muka
Sedcbaran Fobo 250 00 perlembar 1 muka
Selebaran Kwarto 200 00 periembar 1 muka
7 |Stiker 7 500,00 perlembar \
8 |Rekiame Berjaian / Kendaraan 250 000,00 per m’ per kegiatan
9 |Rekdame Udara 75.000,00 per han per kegiatan
10 |Rekdame Suara 100 000.00 per han per kegiatan
‘_11 Reklame Peragaan o 1 000 000 00 per han per kegatan
12 |Rekdame Logam - 100 000,00 per lembar
13 [Vinyl Plastik dan seyenisiya 100 000,00 per lembar
14 |Reidame Fiam / Skde Terbuka 500 000,00 pertayang
Rekiame Fim / Sirie Teruhup 250 000,00 pertayang
WALIKOTA MAGELANG

g

ANTO
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- TOH PERIITUNGAN : |

yans P“_‘Eusaha akan memasang reklame Baliho satu sisi di Jalan A Yani dengan data

jjang Baliho ukuran 4 x 6 m schingga luas 24 m2, berapa pajak reklame satu bvlan ? |

ab :

< haliho 24 m2

 strategis (NS) Rp. 70.000,- per m2 / tahun (Lihat Lampiran [ Raperda Reklame)
ypPR Rp. 30.000,- pcr m2 / bulan (Lihat Lampiran 11 Raperda Reklame)

. sewa Reklame (NSR)
R per m2 / bulan

NS + NJOPR
70.000,- + 30.000,-
100.000,-

| I (|

. Rcklame pecrm2 /bulan = 20 % x NSR
= 20 % x 100.000,-
= 20.000,-

Il

1 besamya pajak reklame dalam 1 bulan adalah 24m2 x 20.000,-

480.000.-
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